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Selesaikan

Temuan BPK
di Donggala

DONGGALA,
MERCUSUAR - Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten
Donggala menyarank
an kepada bupati untuk
segera menyelesaikan
ternuan Badan Pemeriksaan
Keuangan RI Perwakilan
Sulawesi Tengah terkait
administrasi penggunaan
APBD.

Ketua DPRD Donggala
Mohammad Yasin menge-
mukakan di Donggala,
Selasa (11/7) siang, lem
baga yang dipimpinnya
memberikan beberapa poin
penting rekomendasi atas

pembahasan temuan BPK
Perwakilan Sulteng.
“Pansus telah selesai
‘membahas temuan BPK-RI
Perwakilan Sulteng yang
disampaikan kepada kami
Karena itu kami memberi-
Kan rekomendasi kepada
Bupati Donggala Kasman
Lassa untuk menyelesaikan
problem tersebut,” kata
Mohammad Yasin saat
menjawab pertanyaan
Antara mengenai sikap
DPRD atas temuan BPK.
Menurut Yasin
temuan BPK mengenai

Baca TEMUAN of Hal. 7

1]

Ada temuan yang
sifatnya administrasi
yaitu tidak ada
korupsi dan
sebagainya atau tidal
ada kerugian daerah
dan negara. Hanya
saja administrasinya
belum lengkap.

MOHAMMAD YASIN
Keta DPRD Donggda
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TEMUAN dari hal

administrasi dalam penggu-
naan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD)
perlu dilengkapi atau
pembuktian, w
#Ada temuan yang sifat-
nyaadministrasi, vaitu tidak
adakorupsi dan sebagainya
atau tidak ada kerugian
daerah dan negara. Hanya
saja administrasi-nya be-
lum lengkap,” ujarnya.
Terdapat pula, sebut dia,
temuan kelebihan pem-
bayaran atas belanja yang
difakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Donggala yang
perlu diselesaikan.
Karena itu Bupati
Donggala Kasman Lassa
selaku kepala daerah
dan penanggung jawab,

harus mengambil sikap
tegas terhadap temuan BPK
tersebut.

“Temuan dikarenakan
minimnya ketersediaan
pembuktian administrasi,
perlu ditindaklanjudi den-
gan kelengkapan pertang-
gung jawaban atas peng-
gunaan anggaran,” ujarnya.

Lebitt lanjut dia men-
yatakii DPRD telah selesal
melakikan pembahiasan
temuan BPK- pada pekan
Kewmarin, yang disampatkan
langsungoleh pansus lewat
rapat paripurna.

PALING BERMASALAH

Sebelumnya, Kepala BPK
RiPerwakilan Sultesig, Bayu
Sabartha mengungkapkan,

dari hasil pemeriksaan
LKPD sembilan entitas atau
daerah ditemukan Rp 24,49
miliar yang harus dikem-
balikan ke kas daerah. Dari
jumlah itu, 77,27 persen
atau'Rp 18,93 miliar berin-
dikasi kerugian negara.
Waktu tu, Bayu pun me-
tinci hasil temuan BPK. Di
Palu ditemukan Rp 3,60
miliar dan Rp 1 miliar sudah
dikembalikan. Sementara
‘yangterbanyak di Donggala
Rp 5,56 miliar, Parimo Rp
4,92 miliar, Poso Rp970]uta,
Touna Rp 3,6 miliar (sudah
dikembalikan seluruhnya),
Kabupaten Banggai Rp1,7
‘miliar, Banggai Laut Rp1,06
miliar, Morowali Rp1,01
miliar dan Tolitoli Rp1,6

miliar,

Menurut Bayu, temuan
BPK di Donggala antara
lain volume kelebihan pem-
bayaran sebesar Rp 4,9
miliar, temuan jasa kon-
sultan yang masuk kategori
kelebihan pembayaran Rp
250 juta.

Kemudian ada pula
temuan pengadaan sebe-
sar Rp 364 juta. Ada pula
gaji dan tunjangan serta
insentif Rp 674 juta. Secara
keseluruhan belanja modal
Pemda Donggala yang ber-
masalah mencapai Rp 6
miliar.

Dari jumlah tersebut,
saat itu baru dikembalikan
ke kas daerah sekitar Rp 1
miliar,




